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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta

melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu

disusun Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu

ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Tengah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3029);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1977 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3688) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3988);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4870);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Pencabutan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang

Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5137);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan



4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-Undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03

Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Tahun 2011 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU

TENGAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan

hak atas tanah dan/atau bangunan.

6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan.

7. Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di

atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

bidang pertanahan dan bangunan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang


